










PERMEN PUPR No.8 TAHUN 2022



PERMEN PUPR NO. 8 Th. 2022 dan SK DIRJEN 
Bina Konstruksi No.144/KPTS/DK/2022 



Tujuan Sertifikasi

Tujuan sertifikasi adalah memberikan keyakinan kepada
semua pihak bahwa BUJK telah memenuhi persyaratan yang
telah ditetapkan.

Penilaian kesesuaian kemampuan usaha dilakukan oleh :

a. LSBU Bidang Jasa Konstruksi yang terlisensi dan

b. Personil Asesor Badan Usaha yang

1. memiliki Kompetensi dan

2. Tidak berpihak.

Lampiran SK DIRJEN Bina Konstruksi 
No.144/KPTS/DK/2022 



PERMEN PUPR No.8 TAHUN 2022





Acuan Normatif

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian.

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.

5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi.
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6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko sektor Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.

7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan
Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

8) SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema
Sertifikasi Produk.

9) SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan
Jasa.

10)Keputusan Menteri PUPR Nomor 713/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi
Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh
Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.

11)Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 56/KPTS/DK/2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Master Asesor dan
Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.

12)Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Nomor 144/Kpts/Dk/2022 Tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
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KEMAMPUAN PERALATAN













KOMITMEN PENERAPAN 
SMAP







Data dan Dokumen Pendaftaran 

 

Jenis Data Badan Usaha 

Data Permohonan 1. Jenis Usaha Badan Usaha 

2. Sifat Usaha Badan Usaha  

3. Nomor KBLI 

4. Klasifikasi Usaha 

5. Subklasifikasi  Usaha 

6. Kualifikasi Usaha 

7. LSBU 

8. Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK 

9. Nama PIC 

10. Email PIC 

11. Nomor HP PIC 

 

Informasi Badan Usaha  

 

1. Nama Badan Usaha 

2. Bentuk Badan Usaha 

3. Jenis Badan Usaha 



Jenis Data Badan Usaha 

4. Alamat Badan Usaha 

5. Kelurahan 

6. Kecamatan 

7. Kabupaten / Kota 

8. Provinsi 

9. Kode Pos 

10. Website 

11. Email Badan Usaha 

12. No Telephone Badan Usaha 

13. HP Badan Usaha  

14. NPWP Badan Usaha  

15. NIB 

 

Inputan Informasi 

Akte 

1. Nomor Akte 

2. Jenis Akte 

3. Nama Notaris 

4. Alamat Notaris 

5. Tanggal Akte 

6. Uraian Usaha sesuai Akte tersebut 

7. Nomor Pengesahan SK Kumham 

8. Modal Dasar sesuai Akte tersebut 

9. Modal Disetor sesuai Akte tersebut 

 

Informasi Pemegang 

Saham 

 

1. Nama 

2. No KTP/KITAS 

3. NPWP 

4. Alamat 

5. Kabupaten/Kota 

6. Provinsi 

7. Jumlah Saham 

8. Nilai Satuan Saham 

9. Modal Disetor 

 

Informasi Pengurus 

Badan Usaha 

1. Nama 

2. Alamat 

3. No KTP/KITAS 

4. No NPWP 

5. Jabatan 

6. PJBU adalah salah satu Direksi 

 

Informasi Neraca 

 

Data Inputan Informasi Neraca: 

 

1. Tahun 

2. Aset Lancar 

3. Aset Tidak Lancar 

4. Aset Lain Lain 



Jenis Data Badan Usaha 

5. Total Aset 

6. Kewajiban Lancar 

7. Kewajiban Tidak Lancar 

8. Total Kewajiban 

9. Total Equitas 

10. Total Kewajiban dan Ekuitas 

 

Dokumen Upload Informasi Neraca:  

1. Neraca Badan Usaha dan bermaterai 

2. Laporan Audit Akuntan Publik untuk 

kualifikasi M dan B 

 

Informasi Penjualan 

Tahunan 

 

1. Nomor Registrasi Pengalaman di SIMPAN 

2. Nama Paket Pekerjaan  

3. Sumber Dana 

4. Lokasi pekerjaan 

5. Pemberi Tugas 

6. Nama Instansi Pemberi Tugas 

7. Alamat Instansi Pemberi Tugas 

8. No Telp Instansi Pemberi Tugas 

9. Email Instansi Pemberi Tugas 

10. Nama Pemberi Tugas 

11. Jabatan Pemberi Tugas 

12. No Kontrak 

13. Tanggal Kontrak 

14. Nilai Kontrak 

15. Nilai Kontrak (setelah addendum) 

16. Status KSO 

17. Presentase Porsi 

18. Nilai Kontrak sesuai Porsi 

19. No BA Serah Terima 

20. Tanggal BA Serah Terima 

 

Informasi peralatan 

 

Data Inputan Informasi Peralatan: 

 

1. Kepemilikan peralatan (dalam bentuk Hak 

Milik atau Sewa) 

2. Nomor Registrasi di SIMPK 

3. Subvarian Peralatan sebagaimana dimaksud 

pada Permen PUPR No 7/2021 atau jenis 

peralatan sebagaimana dimaksud pada 

Permen PUPR No 6/2021 

4. Merek 

5. Model/Type 

6. Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen 



Jenis Data Badan Usaha 

7. Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian/ 

Pemeriksaan 

8. Unit/Satuan Kapasitas sesuai dengan satuan 

pada dokumen hasil pengujian/pemeriksaan 

9. Tahun Pembuatan 

10. Tahun Pembelian 

11. Provinsi Lokasi 

12. Kabupaten / Kota Lokasi 

13. Jenis Bukti Kepemilikan 

 

Dokumen Upload Informasi Peralatan: 

1. Bukti Kepemilikan  

2. Hasil Pemeriksaan Pengujian 

3. Foto Plat Nama (format jpg/jpeg dengan 

ukuran maksimal 200kb) 

4. Foto Tampak Depan Peralatan (Foto Tampak 

Depan Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan 

ukuran maksimal 200kb) 

5. Foto Tampak Samping Peralatan  (Foto 

Tampak Samping Peralatan dalam format 

jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) 

6. Foto Tampak Samping Peralatan  (Foto 

Tampak Belakang Peralatan dalam format 

jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) 

 

Informasi Penanggung 

Jawab Badan Usaha 

 

Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Badan 

Usaha: 

1. NIK/KTP 

2. Nama 

3. Nomor NPWP 

 

Upload dokumen Informasi Penanggung Jawab 

Badan Usaha:  

Foto PJBU (format jpg/jpeg) 

Informasi Penanggung 

Jawab Teknik 

Data Inputan Informasi Penanggung Jawab 

Teknik: 

 

1. NIK/KTP 

2. Nama 

3. Nomor NPWP 

4. Nomor Registrasi SKK 

5. Klasifikasi SKK 

6. Subklasifikasi SKK 

7. Kualifikasi TKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, 



Jenis Data Badan Usaha 

Ahli Utama 

8. Jenjang 

9. Tanggal Terbit SKK 

10. Nomor Registrasi ACPE/AA 

11. Klasifikasi ACPE/AA 

 

Informasi Penanggung 

Jawab Sub Klasifikasi 

 

Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Sub 

Klasifikasi: 

1. NIK/KTP 

2. Nama 

3. Nomor NPWP 

4. Nomor Registrasi SKK 

5. Klasifikasi SKK 

6. Subklasifikasi SKK 

7. Kualifikasi SKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, 

Ahli Utama 

8. Kualifikasi SKK baru : Ahli, Teknisi/Analis, 

Operator  

9. Jenjang 

10. Subklasifikasi Pengajuan SBU 

11. Tanggal Terbit SKK 

12. Nomor Registrasi ACPE/AA 

13. Klasifikasi ACPE/AA 

 

Informasi SMAP 

 

Data Inputan Informasi SMAP: 

Pemenuhan Persyaratan (Sertifikat Penerapan 

SMAP atau Dokumen SMAP atau Surat 

Pernyataan Komitmen) 

Upload dokumen Informasi SMAP: 

Bukti Pendukung SMAP (Sertifikat Penerapan 

SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Surat 

Pernyataan Komitmen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Format Surat Pernyataan  

 

A. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Melalui Kepemilikan Peralatan 

 

KOP BADAN USAHA 

 

SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA* 

(Khusus Untuk Pemenuhan kepemilikan peralatan konstruksi) 

 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

 

Nama   : ....................................................................   

Nama Badan Usaha : ....................................................................   

Kualifikasi   : Kecil/Menengah/Besar** 

Alamat   : .................................................................... 

Telepon   : .................................................................... 

Jabatan    : Penanggung Jawab Badan Usaha  

 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

1. Kami akan memenuhi kebutuhan peralatan konstruksi dengan cara memiliki 

peralatan sebagai berikut: 

a. Klasifikasi… 

b. Subklasifikasi… 

c. Jenis peralatan… 

2. Kami akan memenuhi peralatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dalam 

waktu 30 hari kalender sejak diterbitkannya Sertifikat Badan Usaha. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. 

..........................., .........202... 

PT / CV ................................. 

Penanggung Jawab 
Badan Usaha 

 

Ttd elektronik 

( ................................................ ) 

Tanda tangan dan nama jelas 
 

*format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PUPR berupa 
persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan). 
**coret salah satu 



B. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Melalui Penyewaan Peralatan 

 

KOP BADAN USAHA 

 

SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA* 

(Khusus Untuk Penyewaan peralatan konstruksi) 

 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

 

Nama   : ....................................................................   

Nama Badan Usaha : ....................................................................   

Kualifikasi   : Kecil/Menengah/Besar** 

Alamat   : .................................................................... 

Telepon   : .................................................................... 

Jabatan    : Penanggung Jawab Badan Usaha  

 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

1. Kami akan memenuhi kebutuhan peralatan konstruksi dengan cara menyewa 

peralatan sebagai berikut: 

a. Klasifikasi… 

b. Subklasifikasi… 

c. Jenis peralatan… 

d. Waktu masa penyewaan… 

2. Kami akan memenuhi peralatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dalam 

waktu 30 hari kalender sejak diterbitkannya Sertifikat Badan Usaha. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. 

..........................., .........202... 

PT / CV ................................. 

Penanggung Jawab 
Badan Usaha 

 

Ttd elektronik 

( ................................................ ) 
Tanda tangan dan nama jelas 

 
 

*format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PUPR berupa 
persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan). 
**coret salah satu. 



C. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP 

 

KOP BADAN USAHA 

SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA 

 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

 

Nama    : ....................................................................   

Nama Badan Usaha  : ....................................................................   

Alamat    : .................................................................... 

Telepon    : .................................................................... 

Jabatan     : Penanggung Jawab Badan Usaha  

Sifat                                   : Umum/Spesialis** 

Kualifikasi Badan Usaha : Kecil/Menengah/Besar**  

 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: 

1. kami akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen Penerapan SMAP 

atau sertifikat Penerapan SMAP selambat-lambatnya 1 (satu)/2(dua)/3(tiga)* 

tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

2. apabila kami tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen 

Penerapan SMAP atau Sertifikat Penerapan SMAP sesuai waktu yang telah 

ditetapkan maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. 

..........................., .........202... 

PT / CV ................................. 

Penanggung Jawab 

Badan Usaha 

Ttd elektronik 

( ................................................ ) 

Tanda tangan dan nama jelas 

 
 
*format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PUPR berupa 
persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan). 
**coret salah satu. 
 
 



D. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak 

 

KOP BADAN USAHA 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama    : ....................................................................   

Nama Badan Usaha : ....................................................................   

Alamat   : .................................................................... 

Telepon   : .................................................................... 

Jabatan    : Penanggung Jawab Badan Usaha  

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

1. Bahwa benar Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknik 

Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha 

(PJSKBU) yang diajukan bukan/tidak menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dan bekerja penuh waktu pada Badan Usaha kami (daftar terlampir). 

2. Segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah terbaru dan benar serta 

final. 

3. Kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan LSBU dan 

LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi 

bilamana kami melanggarnya. 

4. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami 

berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada 

Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan 

Usaha. 

5. Bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut, maka kami 

akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs 

LSBU dan LPJK. 

6. Bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. 
 

..........................., .........202... 

PT / CV ................................. 

Penanggung Jawab 

Badan Usaha 

Ttd elektronik atau 

Ttd dengan Materai 

( ................................................ ) 

Tanda tangan dan nama jelas 

 



Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak 

 

CONTOH DAFTAR TENAGA KERJA KONSTRUKSI  

 
 
KBLI*   : ....................................................................   

KUALIFIKASI SBU : ....................................................................   

 

1. PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA (PJBU) 

Nama  : ....................................................................   

NIK  : ....................................................................   

NPWP  : ....................................................................   

 

2. PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA (PJTBU) DAN PENANGGUNG 

JAWAB SUBKLASIFIKASI BADAN USAHA (PJSKBU) 

 

2.1. DATA PJTBU 

 

NO DATA / ELEMEN PJTBU CATATAN 

1 NIK/KTP   

2 Nama   

3 Nomor NPWP   

4 Nomor Registrasi TKK   

5 Klasifikasi TKK   

6 Subklasifikasi TKK   

7 Kualifikasi TKK   Kualifikasi TKK lama: 

Ahli Muda, Ahli Madya, 
Ahli Utama 

8 Jenjang  Jenjang untuk TKK 
subklasifikasi baru 

9 Tanggal Terbit TKK   

10 Nomor Registrasi 
ACPE/AA 

  

11 Klasifikasi ACPE/AA   

 

 

 

 

 

 

 



2.2. DATA PJSKBU 

Subklasifikasi SBU: 

NO DATA / ELEMEN PJSKBU 1 CATATAN 

1 NIK/KTP   

2 Nama   

3 Nomor NPWP   

4 Nomor Registrasi TKK   

5 Klasifikasi TKK   

6 Subklasifikasi TKK   

7 Kualifikasi TKK   Kualifikasi TKK lama: Ahli 

Muda, Ahli Madya, Ahli 
Utama 

8 Jenjang  Jenjang untuk TKK 
subklasifikasi baru 

9 Tanggal Terbit TKK   

10 Nomor Registrasi 
ACPE/AA 

  

11 Klasifikasi ACPE/AA   

 

Subklasifikasi SBU: 

NO DATA / ELEMEN PJSKBU 2 CATATAN 

1 NIK/KTP   

2 Nama   

3 Nomor NPWP   

4 Nomor Registrasi TKK   

5 Klasifikasi TKK   

6 Subklasifikasi TKK   

7 Kualifikasi TKK   Kualifikasi TKK lama: 
Ahli Muda, Ahli Madya, 

Ahli Utama 

8 Jenjang  Jenjang untuk TKK 

subklasifikasi baru 

9 Tanggal Terbit TKK   

10 Nomor Registrasi 

ACPE/AA 

  

11 Klasifikasi ACPE/AA   

 

dst… 
PT / CV ................................. 

Penanggung Jawab 

Badan Usaha 

Ttd elektronik 

( ................................................ ) 

Tanda tangan dan nama jelas 

 

*sesuai dengan Lampiran II Tabel Kode KBLI 



E. Surat Perjanjian Sertifikasi 

 

SURAT PERJANJIAN SERTIFIKASI 

Nomor : .................................................. 

 

Perjanjian ini dibuat pada hari .............. tanggal .............. (....), bulan ....... (...), 

tahun ……. (…..) oleh dan antara:  

 

1. …………, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku ……….. BUJK 

berkedudukan di Jalan……………., untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua, dan:  

2. ....................................., bertindak dalam kedudukannya selaku LSBU, 

berkedudukan di ........................................................, untuk selanjutnya disebut 

Pihak Pertama.  

 

MENGINGAT 

- BAHWA Pihak Pertama adalah Lembaga Independen yang merupakan 

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berwenang 

memberikan jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan 

................... Nomor : ................... Tahun 20....  

- BAHWA Pihak Kedua adalah pihak yang memerlukan dan berkehendak untuk 

menggunakan jasa Pihak Pertama, untuk mendapatkan Sertifikat Badan 

Usaha Jasa Konstruksi, dari Pihak Pertama.  

- Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, para pihak 

mengadakan Perjanjian Kerja dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi 

sebagai berikut: 

 

PASAL 1: Ruang Lingkup Pemberian Jasa 

1) Atas permintaan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk 

melakukan jasa sertifikasi BUJK Pihak Kedua berdasarkan……..tentang 

……………, guna memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi 

berdasarkan syarat- syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam 

Surat Perjanjian Sertifikasi ini;  

2) Pihak Pertama akan menggunakan tenaga Asesor Badan Usaha yang 

berkualitas, memiliki sertifikat Asesor Badan Usaha dan kompeten, 

independen dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan Pihak Kedua, dalam 

melaksanakan Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi; 



3) Pihak Pertama akan melaksanakan evaluasi/penilaian kesesuaian pada 

sistem usaha jasa konstruksi berdasarkan permohonan sertifikasi dari Pihak 

Kedua, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh LSBU…………..;  

4) Tinjauan permohonan sertifikasi akan dilakukan Pihak Pertama, setelah 

Pihak Pertama menerima kelengkapan dokumen Pihak Kedua, dan telah 

memenuhi kecukupan dokumen, kemudian akan dilanjutkan dengan tahap 

evaluasi dan penilaian kesesuaian oleh Pihak Pertama;  

5) Tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Pihak Pertama 

setelah pihak kedua menandatangani perjanjian ini.  

 

PASAL 2: Kewajiban Para Pihak 

1) Kewajiban Pihak Pertama adalah:  

a. Menyediakan Asesor Badan Usaha yang sesuai kompetensi, independen 

dan tidak bersikap memihak dalam melaksanakan tugasnya;  

b. Menjamin setiap Asesor Badan Usaha yang ditugaskan dapat menjaga 

kerahasiaan seluruh data dan tidak mengungkapkan informasi kepada 

pihak lain, kecuali atas persetujuan Pihak Kedua ;  

c. Menerbitkan Sertifikat  

d. Mengembalikan dokumen sertifikasi apabila Pihak Kedua dibekukan, 

dicabut atau dihentikan sertifikasinya;  

e. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding;  

 

2) Kewajiban Pihak Kedua adalah:  

a. Memenuhi semua persyaratan sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan 

oleh Pihak Pertama ;  

b. Memenuhi semua persyaratan kesesuaian berdasarkan……………….. 

c. Memberi akses informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh Pihak 

Pertama dalam pelaksanaan sertifikasi, evaluasi dan surveilen serta 

penyelidikan terhadap pengaduan atau partisipasi masyarakat jika 

diperlukan;  

d. Memberitahukan kepada Pihak Pertama mengenai perubahan 

organisasi dan manajemen, legalitas, sistem mutu, atau perubahan 

apapun yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi 

standar persyaratan sertifikasi;  

e. Menghentikan penggunaan iklan yang berisi referensi apapun, apabila 

terjadi pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi;  



f. Menjaga reputasi Pihak Pertama dengan menggunakan sertifikat yang 

diterbitkan oleh Pihak Pertama sesuai aturannya dan tidak membuat 

pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan hasil 

sertifikasi; 

g. Memberitahu Pihak Pertama apabila memberikan salinan dokumen 

sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain;  

h. Memelihara rekaman seluruh keluhan yang berkaitan dengan 

pemenuhan persyaratan sertifikasi termasuk tindakan yang diambil 

untuk menyelesaikan keluhan dan memberikan kepada Pihak Pertama 

jika diperlukan. 

 

PASAL 3: Sertifikasi 

1) Pelaksanaan Sertifikasi dilakukan Pihak Pertama, setelah Pihak Kedua 

memenuhi persyaratan sertifikasi;  

2) Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi hanya akan diberikan kepada Pihak 

Kedua, bilamana berdasarkan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian yang 

dilakukan oleh Pihak Pertama ternyata bahwa kemampuan usaha yang 

dimiliki oleh Pihak Kedua telah memenuhi kesesuaian dengan kelayakan 

kemampuan usaha; 

3) Sertifikat tidak akan diberikan kepada Pihak Kedua, bilamana berdasarkan 

hasil evaluasi/penilaian kesesuaian Pihak Pertama, ternyata bahwa 

kemampuan usaha yang dimiliki oleh Pihak Kedua tidak bersesuaian dengan 

kriteria penilaian. 

 

PASAL 4: Masa Berlaku Sertifikat 

1) Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 

diterbitkan;  

2) Pihak Kedua dapat mengajukan sertifikasi ulang kepada Pihak Pertama, 2 

(dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis.  

 

PASAL 5: Surveilen 

1) Pihak Pertama dapat melakukan pengawasan insidental ke lokasi Pihak 

Kedua selama masa berlakunya sertifikat; 

2) Jika saat pengawasan insidental dilakukan, ditemukan ketidaksesuaian pada 

pemenuhan persyaratan sertifikasi, maka Pihak Pertama akan memberikan 

kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memperbaikinya; 



3) Bilamana Pihak Kedua tidak juga memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana 

jangka waktu yang telah disepakati, Pihak Pertama akan mengenakan sanksi 

berupa pembekuan Sertifikat yang telah diberikan oleh Pihak Pertama kepada 

Pihak Kedua;  

4) Bilamana ternyata bahwa Pihak Kedua tidak juga melakukan perbaikan 

dalam batasan waktu yang diberikan, maka Pihak Pertama akan mencabut 

sertifikat yang diberikan kepada Pihak Kedua;  

5) Pihak Pertama akan memberi kesempatan kepada Pihak Kedua untuk 

menunda jadwal pengawasan berkala jika terjadi keadaan yang bersifat Force 

Major. 

 

PASAL 6: Pembiayaan dan Cara Pembayaran 

1) Untuk setiap permohonan sertifikasi, Pihak Kedua dikenakan biaya sebesar 

Rp. ...........................,- ( ....................................................................... ), 

sudah termasuk Pajak; 

2) Biaya sertifikasi sebagaimana disebut pada ayat 1 merupakan nilai bersih yang 

diterima oleh Pihak Pertama, dan Pihak Kedua tidak berhak memotong Pajak 

Jasa sertifikasi. Untuk itu Pihak Pertama akan menunjukan bukti potong dari 

Kantor Pelayanan Pajak …………………………..;  

3) Sebelum pelaksanaan evaluasi/penilaian kesesuaian, Pihak kedua harus 

melunasi biaya sertifikasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak data 

dinyatakan lengkap; 

4) Pihak Pertama harus melakukan penilaian kesesuaian paling lambat 15 (lima 

belas) hari kerja setelah Pihak Kedua membayar biaya sertifikasi. 

5) Biaya Akomodasi dan Transportasi (termasuk makan dan kebutuhan selama 

surveilen) ditanggung oleh Pihak Kedua. Dan apabila biaya tersebut 

direimburst oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka wajib disertakan 

bukti-bukti asli;  

6) Apabila dilakukan pengawasan insidental/surveilen biaya pengawasan 

dibebankan kepada Pihak Kedua. Biaya pengawasan mencakup biaya 

surveilen, akomodasi, dan transportasi; 

7) Pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan dengan cara 

transfer bank yang ditujukan kepada Pihak Pertama pada bank dan dengan 

nomor rekening sebagai berikut:  

………………., No. Rek :.................................. - BANK ............................... 

 



PASAL 7: Jaminan Sertifikat dan kerahasiaan 

1) Dalam melakukan jasa sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, 

Pihak Pertama tidak memberikan jaminan bahwa Pihak Kedua akan berhasil 

memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi. Sertifikat akan diberikan 

apabila Pihak Kedua telah memenuhi persyaratan administrasi maupun 

pemenuhan persyaratan sertifikasi yang ditetapkan;  

2) Pihak Pertama menjamin segala kerahasiaan sertifikasi yang dilakukan 

terhadap Pihak Kedua dari pihak manapun, kecuali kepada otoritas kompeten 

LSBU Jasa Konstruksi sesuai persyaratan. 

 

PASAL 8: Liabilitas 

1) Pihak Pertama memberikan jaminan kerugian yang timbul akibat 

evaluasi/penilaian kesesuaian, seperti kecerobohan yang dilakukan oleh 

Asesor Badan Usaha Pihak Pertama selama berada di lokasi Pihak Kedua 

atau karena kelalaian, maka Pihak Pertama akan membayar kerugian 

maksimal sebesar biaya sertifikasi yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua 

kepada Pihak Pertama;  

2) Bilamana terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk 

menyelesaikannya sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Perjanjian ini. 

 

PASAL 9: Pemakaian Sertifikat 

1) Pihak Kedua wajib setelah memperoleh Sertifikat, mempertahankan dan 

memelihara persyaratan sertifikasi sesuai dengan Pedoman Penerapannya;  

2) Dalam penggunaan sertifikat oleh Pihak Kedua tidak diperkenankan membuat 

pernyataan yang menyesatkan orang berkenaan dengan pelaksanaan 

sertifikasi. 

PASAL 10: Perselisihan 

Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan perjanjian sertifikasi 

ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 hari setelah 

sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak 

lainnya, akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut 

peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh arbiter- 

arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. Biaya Arbitrase tersebut 

dipikul bersama secara proporsional oleh masing-masing Pihak. 

 

 



PASAL 11: Lain-lain 

1) Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan 

diatur kemudian melalui Kesepakatan;  

2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.  

 

……….., ...................................... 20…. 

 

          PIHAK PERTAMA                                                      PIHAK KEDUA  

 

 

         Materai & Stampel                                                      Materai & Stampel  

 

 

                     

            …….…………..                                                             …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL CEK PENINJAUAN KELENGKAPAN BADAN USAHA  

PEKERJAAN KONSTRUKSI 
 

 
   

   

   

   

   

   

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

No 

 

 

Persyaratan 

                    Dokumen  

 

 
                        

Keterangan 

Kelengkapan Verifikasi 

Ada Tidak 

Ada 
Ada Tidak 

Ada 

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Mutlak Badan Usaha 
 

      

 

2. 
 

INPUTAN INFORMASI AKTE 

     

 
Nomor Akte 

     

 Jenis Akte       

 Nama Notaris       

 Alamat Notaris       

 Tanggal Akte        

 Uraian Usaha Sesuai Akte Tersebut       

 Nomor Pengesahan Akte SK Kumham       

 Modal Dasar Sesuai Akte Tersebut       

 Modal Disetor Sesuai Akte Tersebut        

 
 

3. 

 

 

INFORMASI PEMEGANG SAHAM 

 
 

 

 Nama       

 No KTP / KITAS       

 NPWP        

 Alamat       

 Kabupaten Kota        

 Provinsi        

 Jumlah Saham       

 Nilai Satuan Saham       

 Modal Disetor        

    
    

   4. 

 

INFORMASI PENGURUS BADAN USAHA 
 Nama       

 Alamat       

 No. KTP/KITAS       

 NPWP       

 Jabatan       

 Nama       

 PJBU adalah salah Satu Direksi       

        

DATA BADAN USAHA  : 

 

Nama Badan Usaha :  

Bentuk Badan Usaha : 

Jenis Badan Usaha  :  

Alamat Badan Usaha : 

Kelurahan  : 

Kecamatan  : 

Kabupaten/Kota  : 

Provinsi   : 

Kode Pos  : 

Website   : 

Email Badan Usaha : 

Telepon Badan Usaha : 

Hp Badan Usaha  : 

NPWP Badan Usaha : 

NIB   : 

 

 

DATA PERMOHONAN SERTIFIKASI : 

 

Jenis Usaha   :  

Sifat Usaha  : 

Nomor KBLI  : 

Klasifikasi Usaha  : 

Subklasifikasi Usaha : 

Kualifikasi Usaha : 

LSBU   : 

Asosiasi   : 

Nama PIC  :  

Email PIC  : 

Nomor HP PIC  :  

 



 

   5. 
 

INFORMASI NERACA 

  DATA INPUTAN INFORMASI NERACA 

 Tahun        

 Aset Lancar        

 Aset Tidak Lancar        

 Aset Lain – Lain         

 Total Aset         

 Kewajiban Lancar        

 Kewajiban Tidak Lancar         

 Total Kewajiban dan Ekuitas         

   
    

DOKUMEN UPLOAD INFORMASI NERACA 

  Neraca Badan Usaha dan Bermaterai        

 Laporan Audit Akuntan Publik Untuk 
Kualifikasi M dan B  

       

 

    
   6. 

 

 
INFORMASI PENJUALAN TAHUNAN 

 Momor Registrasi Pengalaman di 
SIMPAN 

       

 Nama Paket Pekerjaan        

 Sumber Dana         

 Lokasi Pekerjaan        

 Pemberi Tugas         

 Nama Instasi Pemberi Tugas        

 Alamat Instasi Pemberi Tugas        

 No Telp Instasi Pemberi Tugas        

 Email Instasi Pemberi Tugas        

 Nama Pemberi Tugas        

 Jabatan Pemberi Tugas        

 No Kontrak         

 Tanggal Kontrak        

 Nilai Kontrak         

 Nilai Kontrak (Setelah Addendum)        

 Status KSO        

 Presentasi Porsi        

 Nilai Kontrak Sesuai Porsi        

 NO BA Serah Terima        

 Tanggal BA Serah Terima 

 

       

 

  
7. 

 
  
 INFORMASI PERALATAN 

  DATA INPUTAN PERALATAN 

  Data Inputan Informasi Peralatan:        

  Kepemilikan peralatan (dalam bentuk Hak   
 Milik atau Sewa) 

        

  Nomor Registrasi di SIMPK        

 Subvarian Peralatan sebagaimana 
dimaksud pada Permen PUPR No 7/2021 
atau jenis peralatan sebagaimana 
dimaksud pada Permen PUPR No 6/2021 

       

 Merek        

 Model/Type        

 Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen        

 Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian/ 
Pemeriksaan 

       

 Unit/Satuan Kapasitas sesuai dengan 
satuan pada dokumen hasil 
pengujian/pemeriksaan 

       

 Tahun Pembuatan        

 Tahun Pembelian        

 Provinsi Lokasi        

 Kabupaten / Kota Lokasi        

 Jenis Bukti Kepemilikan        

         



  
DOKUMEN UPLOAD INFORMASI PERALATAN 

 Bukti Kepemilikan         

 Hasil Pemeriksaan Pengujian        

 Foto Plat Nama (format jpg/jpeg dengan 
ukuran maksimal 200kb) 

       

 Foto Tampak Depan Peralatan (Foto 
Tampak Depan Peralatan dalam format 
jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) 

       

 Foto Tampak Samping Peralatan  (Foto 
Tampak Samping Peralatan dalam format 
jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) 

       

 
 
 
 

Foto Tampak Samping Peralatan  (Foto 
Tampak Belakang Peralatan dalam format 
jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) 

       

  
 
DOKUMEN UPLOAD PEMENUHAN  PERALATAN 

  
Surat Peryantaan Pemenuhan Peralatan 

       

 

 8. 
 
INFORMASI PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA 

 DATA INPUTAN INFORMASI PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA: 

 NIK/KTP        

 Nama        

 Nomor NPWP        

 UPLOAD DOKUMEN INFORMASI PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA:  

 Foto PJBU (Format JPG/JPEG)        

 

 9. 
 
INFORMASI PENANGGUNG JAWAB TEKNIK  

 DATA INPUTAN INFORMASI PENANGGUNG JAWAB TEKNIK: 

 NIK/KTP        

 Nama        

 Nomor NPWP        

 Nomor Registrasi SKK        

 Klasifikasi SKK        

 Subklasifikasi SKK        

 
 

Kualifikasi TKK lama : Ahli Muda, Ahli 
Madya, Ahli Utama 

       

 Jenjang        

 Tanggal Terbit SKK        

 Nomor Registrasi ACPE/AA        

 Klasifikasi ACPE/AA        

 

 10. 
 
INFORMASI PENANGGUNG JAWAB SUB KLASIFIKASI 

 Data Inputan Informasi Penanggung 
Jawab Sub Klasifikasi: 

       

 NIK/KTP        

 Nama        

 Nomor NPWP        

 Nomor Registrasi SKK        

 Klasifikasi SKK        

 Subklasifikasi SKK        

 Kualifikasi SKK lama : Ahli Muda, Ahli 
Madya, Ahli Utama 

       

 Kualifikasi SKK baru : Ahli, Teknisi/Analis, 
Operator  

       

 Jenjang        

 Subklasifikasi Pengajuan SBU        

 Tanggal Terbit SKK        



 

Jakarta……………………….      

PENINJAU  

 
 
 
 

 

 
                                                                                                                                       NAMA PENINJAU  

 Nomor Registrasi ACPE/AA        

 
 
 

Klasifikasi  ACPE/AA        

 
 
 
 

        

 

11. 
 
INFORMASI SMAP 

 DATA INPUTAN INFORMASI SMAP:  

 Pemenuhan Persyaratan (Sertifikat 
Penerapan SMAP atau Dokumen SMAP 
atau Surat Pernyataan Komitmen) 

       

 UPLOAD DOKUMEN INFORMASI SMAP: 

 Bukti Pendukung SMAP (Sertifikat 
Penerapan SMAP atau Dokumen 
penerapan SMAP atau Surat Pernyataan 
Komitmen) 
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